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                                       PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis,  telah

menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx,  Tempat  tanggal  lahir  :Sumbawa15  Juli  1965,  ,   agama

Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal  di  jalan  DR.  Cipto  RT.  01  RW.  02

Kelurahan  Seketeng  Kecamatan  Sumbawa,

dalam  hal  ini  telah  dikuasakan  kepada  Ibnu

Hiban,  S.H,  Advokat  dan  Konsultan  Hukum

berkantor di  Jln.  Tengiri   No. 21  Kelurahan

Seketeng  Pragas,  Kecamatan  Sumbawa,

Kabupaten  Sumbawa,  berdasarkan  Surat

Kuasa   Khusus  tanggal   10  Januari   2021

untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  :

“Penggugat” ;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur   54,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaanTukang  Batu,  bertempat  tinggal  di

RT.  03  RW.  07 Gang Salon Maya,  Kebayan

Kelurahan  Brang  Biji  Kecamatan  Sumbawa,

Kabupaten  Sumbawa,    untuk  selanjutnya

disebut sebagai : “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat

di persidangan ;
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DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  11  Januari

2021  yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan

register  perkara  Nomor  48/Pdt.G/2021/PA.  Sub  tanggal  12  Januari  2021,  telah

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  isteri  sah,

menikah  di  Kecamatan  Sumbawa  Kabupaten  Sumbawa  pada  tanggal  3

Maret  1987,   sebagaimana   Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan   Sumbawa  Kabupaten  Sumbawa  Nomor  :533/04/IV/1987

(terlampir)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang

tua Penggugat ; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan   Tergugat  telah

bergaul  sebagaimana layaknya  suami  istri,  dan dikaruniai  2  (dua)  orang

anak bernama :

a. Memet Apriadi umur 33 Tahun

b. Wiwi Supriati umur 31 tahun

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun

saja,   namun mulai  dalam Oktober   2007 keadaan hidup dan kehidupan

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi,  karena

sering  cekcok dan perselisihan yang terus menerus,   yang penyebabnya

antara lain :

a. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam hal  ekonomi  rumah

tangga,;

b. Tergugat memiliki wanita idaman lainnya;

c. Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi;

5. Bahwa titik puncaknya sekitar mulai  November   2010 Penggugat dan

Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-

masing  bertindak  atas  kamuan  sendiri-sendiri, sedemikian  hingga

penggugat  sudah  menyatakan  berpisah  dan  memutuskan  pernikahan/

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang

lebih selama  10 (sepuluh)  tahun lamanya
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6. Bahwa dengan kejadian tersebut  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahma  sudah  sulit

dipertahankan  lagi,  karenanya  agar  masing-masing  pihak  tidak  jauh  melanggar

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir

bagi Penggugat untuk menyelelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan

Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa  Besar Cq. Majelis Hakim 

yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang 

terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menjatuhkan talaq satu Ba’in Sughra Tergugat atas Penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R  :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan

sesuai  dengan  isi  dan  maksud  gugatan  ini  serta  berdasarkan  hukum  dan

keadilan.

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat/Kuasanya  hadir  sendiri  di  persidangan  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang

sah untuk hadir di  persidangan, meskipun  menurut Relaas Panggilan  Nomor

48/Pdt.G/2021/ PA.Sub.  Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk

hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan

oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dalam  membina  rumah

tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
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Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tidak  dapat  dilaksanakan  serta  keterangan

Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat  Gugatan Penggugat  yang pada

pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,   untuk   meneguhkan  dalil – dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 533/04/IV/1987  tertanggal  3

Maret  1987 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen

oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata

sesuai, bukti P.;

B.Bukti saksi;

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur  47 tahun,  saksi adalah keponakan Penggugat,

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami

isteri  yang sah menikah pada tahun  1987 dan telah dikaruniai  dua

orang anak ;

- Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah kedua orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga,

Tergugat  memiliki  wanita  idaman lainnya dan Tergugat  suka minum

minuman keras dan berjudi

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

sejak tahun 2010 sampai sekarang ini selama 10 tahun ;

- Bahwa selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa  pihak keluarga telah berupaya mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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2.  Xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun,  saksi adalah keponakan Penggugat

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami

isteri  yang sah menikah pada tahun  1987 dan telah dikaruniai  dua

orang anak ;

- Bahwa  setelah  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah kedua orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga,

Tergugat  memiliki  wanita  idaman lainnya dan Tergugat  suka minum

minuman keras dan berjudi;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

sejak tahun 2010 sampai sekarang ini selama 10 tahun ;

- Bahwa selama  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa  pihak keluarga telah berupaya mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara

lisan  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  dan  bukti-bukti  yang  diajukan

gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan  telah  memenuhi  ketentuan  peraturan

yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;;

Bahwa,   untuk   meringkas   uraian  dalam  putusan ini, Majelis Hakim

cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang

perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan  di atas;

Menimbang,bahwa  sesuai  Pasal  145  R.Bg  Jo  Pasal  26  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Penggugat secara in person telah hadir  di  persidangan, sedangkan Tergugat
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tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya

untuk  hadir  di  persidangan,  maka  berdasarkan  pasal  149  R.Bg  Gugatan

Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar’iyyah

yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya’ Juz II halaman 137 yang oleh

Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

امتنـع         فإن الحاكم مجلس فى الزوجين احضار من لبد

عليه         حكم بالقوة احضاره يكـن ولم عذر بغير أحدهما

غيابا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan 

             Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat

menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang,  bahwa   sesuai   ketentuan  pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang -

Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah  berupaya secara maksimal

untuk  mendamaikan  dengan cara  menasehati  Penggugat,  agar  Penggugat

rukun kembali  dan membina rumah tangganya dengan Tergugat  akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

maka  mediasi  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tidak  dapat  dilaksanakan  serta

keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai terhadap Tergugat adalah karena  tahun 2007  rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak rukun lagi  disebabkan  karena  Tergugat kurang

bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat memiliki wanita

idaman lainnya dan Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi ;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang

saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebai berikut;
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Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah

memenuhi syarat formil  dan materiil  alat  bukti  sebagaimana  ketentuan Pasal

285  R.Bg.  sehingga  alat  bukti  surat  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian

sempurna  (volledeg)  dan mengikat  (bindende),  oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah)  ternyata adalah akta

autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada

tanggal 03 Maret 1987, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang

yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  bukti  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat  di  persidangan,  ternyata  2  orang  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil  dan materiil  pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal  165-179

dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung

dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai

berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah

pada tanggal  03 Maret  1987 dan selama dalam pernikahannya  tersebut

Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai  2 orang anak ;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak

tahun 2007 disebabkan  karena  Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

hal  ekonomi rumah tangga, Tergugat memiliki  wanita idaman lainnya dan

Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi ;

3. Bahwa antara  Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sejak tahun 2010  sampai sekarang ini ;

4. Bahwa antara  Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan

rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  bila  suami  isteri  telah  terjadi  percekcokan  dan

perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal
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untuk  mendamaikan   kedua   belah   pihak  dan  tidak  berhasil   menyatukan

mereka,  bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang

lama,  maka kondisi  demikian  dapat  disimpulkan  hati  mereka sudah pecah.

( yurisprudensi MA. R.I. No :  174 K/ AG/1994 ); 

Menimbang, bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  Majelis

Hakim berpendapat  bahwa perceraian  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya,

sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan

lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat

maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa  berdasarkan   pertimbangan  -  pertimbangan

hukum di  atas,  Majelis  berkesimpulan gugatan Penggugat  untuk  menggugat

cerai  atas  diri  Tergugat  telah  memenuhi  alasan  yang  cukup  sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam,  oleh karenanya

gugatan  Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang,bahwa  oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat  2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia  (KHI),  perkara  ini   diputus  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in

shughra  Tergugat  kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk dalam lingkup perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini ;

 MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxx);
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4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim

pada hari  Kamis tanggal 28 Januari  2021 Masehi  bertepatan dengan tanggal

15 Jumadil Akhirah 1442 Hijriyah  oleh kami  Muhammad  Nasir, S.Ag  sebagai

Ketua Majelis serta  H. Muhlis, S.H.  dan  Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI,

M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  dihadiri

oleh  Hakim  Anggota   tersebut,  dibantu  Sartono,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota                      Ketua Majelis,       
                                                     

     

H. Muhlis, S.H.                            Muhammad  Nasir, S.Ag

Hakim Anggota  

         

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI

                 

  Panitera Pengganti           
                
                                                

                                                                                              Sartono, S.H.           

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.         30.000,00
- Biaya Proses : Rp.         50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.       140.000,00
- Biaya PNBP : Rp.         10.000,00
- Redaksi : Rp.         10.000,00
- Meterai : Rp.           9.000,00

Jumlah : Rp.      249.000,00
          (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

                    Untuk salinan yang sama bunyinya
                 Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

                                        Kartika Sri Rohana, S.H..     
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